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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah
Kasus kriminal sering terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, penjambretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan kejahatan jalanan menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dalam aktifitas kehidupan sehari-hari suatu masyarakat dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pemerasan.
Tindak pidana pemerasan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan juga masyarakat, sehingga pelaku pemerasan diberikan hukuman yang berat untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pemerasan dan berpikir untuk tidak mengulangi perbuatannya.
Pemerasan adalah perbuatan yang bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan memakai kekerasan atau ancaman kepada orang lain supaya memberikan atau berbuat sesuatu.[footnoteRef:1]  Inti yang terdapat dalam tindak pidana pemerasan yaitu : [1:  Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 27.] 

1. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini tindakan seseorang melakukan pemerasan tidak saja untuk dirinya sendiri, tetapi termasuk tindakan pemerasan yang dilakukan untuk kepentingan orang lain. 
1. Secara melawan hukum. 
1. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman. 
1. Untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau membuat piutang.[footnoteRef:2] [2:  Ismu Gunadi,  Hukum Pidana, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 48.] 

Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu :
1. Tindak pidana pemerasan (afpersing) 
1. Tindak pidana pengancaman (afdreiging). 
Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Akibat sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan.[footnoteRef:3] [3:  R. Wirdjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia, Eresco, Bandung 2012, h. 81.] 

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman merupakan suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai dibawah kekerasan dan ancaman. Seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan dengan disertai ancaman.
Kejahatan pemerasan merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya. Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pemerasan adalah faktor ekonomi, kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat, serta ketidakpuasan dengan pendapatan yang minim dan ketiadaan pendapatan yang sah sering membuat individu didalam masyarakat untuk berpikir jahat untuk memenuhi kebutuhannya dari kejahatan yang dilakukan. Kejahatan pemerasan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan baik itu dengan kekerasan ataupun dengan ancaman, sehingga perlu dicegah dan diketahui proses hukum yang diterapkan dalam tindak kejahatan pemerasan serta dapat menimbulkan efek jera dan jumlah kasus-kasus pemerasan dapat berkurang di masyarakat.
Salah satu tindak pidana pemerasan adalah tindak pidana pemerasan  yang dilakukan dengan pemerasan seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn dengan terdakwa  Rahmad Als Opol yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum  bahwa terdakwa Rahmad Als Opol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP  sehingga dituntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rahmad Als Opol dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Berdasarkan Putusan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn, maka jelaslah bahwa tindakan pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat. Dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk  menyusun skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn)”.
1. Rumusan Masalah
Adapun rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. [bookmark: _Hlk200499802]Bagaimana modus operandi tindak pidana pemerasan dalam Putusan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn ?
1. Bagaimana penegakan hukum pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam Putusan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn ?
1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1625/Pid.B/ 2024/PN.Mdn ?

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:
1. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana pemerasan dalam Putusan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn.
1. Untuk mengetahui penegakan hukum pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam Putusan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn
1. Untuk mengetahui hukum hakim dalam Putusan Nomor 1625/Pid.B/ 2024/PN.Mdn.

1. Manfaat Penelitian
Manfaat dalam penulisan skripsi ini diharapkan adalah :
1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi para teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang penegakan hukum pelaku tindak pidana pemerasan. 
1. Secara praktis adalah :
1. Bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman.
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang menangani penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan. 
1. Bagi penegak hukum yaitu memberikan informasi ilmiah mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman.



